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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the recording and reporting of government fixed assets in the management 

of finances and assets  SKPD work units in the Sunjung Makmur sub-district.  Fixed assets play an 

important role in the financial structure of local governments including land, buildings, infrastructure and 

other facilities used for public service activities. Effective management and security of these assets is very 

important to ensure efficient utilization of local financial resources. This study examines sub-district 

responsibilities in procurement, inventory, assessment and maintenance of assets. Also discussed are 

financial reporting, which is recorded in the quarterly basis and there is depreciation in asset recording, 

while there is no depreciation in financial reporting in the Ulink Makmur sub-district. This research used 

descriptive analysis methods and carried out direct observations by visiting the Ulink Makmur sub-district, 

as well as conducting interviews with related parties. Data collection techniques include observation, 

interviews. The data analysis process is then carried out by collecting, reducing, presenting and drawing 

conclusions from or confirming the data. The results of this research show that the fixed assets and financial 

reports in the Ulink Makmur sub-district are a coordinating part and serve as a coordinator for managing 

finances and no depreciation has been presented according to the applicable provisions. 

 

Keywords: Fixed assets Financial recording and reporting 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan aset tetap pemerintah pada 

penglolaan keuangan dan aset satuan kerja perangkat SKPD di kecamatan sambung makmur.  Aset tetap 

memainkan peran penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah meliputi tanah, 

bangunan,infrastruktur, dan   fasilitas lain yang digunakan untuk kegiatan pelayanan publik.Manajemen 

dan keamanan yang efektif dari  aset-aset  ini sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya 

keuangan lokal secara efisien. Kajian ini mengkaji tanggung jawab kecamatan dalam pengadaan, 

inventarisasi, penilaian, dan   pemeliharaan aset. Dibahas pula pelaporan keuangan, yang tercatat dalam 

pertriwulannya dan adanya penyusutan di pencatatan aset sedangkan tida ada penyusutan di pelaporan 

keuangan di kecamatan sambung Makmur. Penelitian ini menggunakan metode analisis   deskriptif dan, 

melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi kecamatan sambung Makmur,serta melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, Proses 

analisis data kemudian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik 

kesimpulan dari atau mengkonfirmasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset teatap dan 

laporan keuangan di kecamatan sambung Makmur merupakan suatu bagian yang mengkoordinir serta 

dijadikan sebagai koordinator untuk mengelola keuangan dan belum ada penyusutan yang disajikan 

dengan ketentuan berlaku.     
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Kata Kunci: Aset tetap Pencatatan dan Pelaporan keuangan 

 

I. PENDAHULUAN  

Saat ini pemerintah semakin gencar mewujudkan system pengelolaan pemerintahan 

yang baik yang dikenal dengan nama good governance, konsep ini sudah banyak dipakai di 

Indonesia. Sejalan dengan tuntutan masyarakat sehingga semakin mendorong pemerintah untuk 

melakukan perubahanperubahan yang terarah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. 

Penerapan good governance ditujukan demi kesejahteraan bersama, baik masyarakat, 

pemerintah, maupun sector swasta. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, maka 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset harus terus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sambung Makmur. Pengelolaan keuangan daerah dan 

Aset mengatur semua aspek teknis, mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi 

keuangan daerah dan aset, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam 

menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas 

yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pemerintahan sebagai organisasi publik juga memiliki 

kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang terjadi di pemerintahan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menggambarkan 

bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pembangunan sarana dan 

prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Masyarakat dalam hal ini dituntut 

ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintahan (Aos, Reo, dan Soleiman 2021).  

Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini 

akan menggambarkan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui 

pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. 

Masyarakat dalam hal ini dituntut ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintahan 

(Aos, Reo, dan Soleiman 2021).  

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan 

dengan menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) barang milik daerah 

(BMD) akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya 

transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat 

diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang 

diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Kenyataannya masih ada kendala dalam 

pembenahan pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan di kecamatan sambung Makmur 

salah satunya asset tetap pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah. 
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Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek terkait Masalah yang terjadi di kecamatan 

sambung Makmur yaitu pencatatan aset tetap di kecamatan sambung makmur memiliki 

perbedaan yaitu penyajian pada laporan keuangan.Perbedaan yang paling signifikan terletak 

pada metode penyusutan, umur manfaat dan pada saat dimulainya penyusutan aset tetap. Pada 

saat penyajian laporan keuangan berdasarkan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal 

nantinya juga terjadi perbedaan dalam jumlah asset tetap yang tersaji karena laporan keuangan 

fiskal nantinya akan dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dikoreksi baik koreksi negatif maupun 

koreksi positif. 
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II. METODE PENELITIAN  

Peneliti mencoba untuk menggali informasi bagaimana pencatatan dan Pelaporan Aset 

Tetap Pemerintah Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dan juga untuk mencari jawaban 

atas rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan 

yang terkait. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka peneliti menetapkan 

jumlah informan berdasarkan keriteria-keriteria tertentu yaitu informan yang memiliki jabatan 

sebagai komisaris, ketua, dan bendahara.  

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif yang 

bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa catatan dan laporan keuangan di 

kecamatan.  

Objek penelitian ini adalah kantor camat sambung makmur kabupaten Banjar, yang 

beralamat di jalan Al-Mansyur RT/01 RW 01 kecamatan sambung makmur kabupaten banjar 

provinsi Kalimantan selatan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Pengertian Pencatatan Aset tetap  

Mekanisme akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan membuat bukti memorial oleh 

pejabat penetasan keuangan SKPD dokumen sumber untuk membuat buktinya memorial 

tersebut adalah bukti transaksi antara lain berupa berita acara penerimaan barang berita acara 

serah terima barang berita acara penghapusan barang atau berita acara penyelesaian pekerjaan 

bukti memorial akan menjadi dasar pencernaan aset tetap baik penambahan atau pengurangan.  

Pencatatan adalah proses memasukan data ke dalam media system pencatatan data. 

Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan 

menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, 

pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat 

scanner (pembaca gambar), atau kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah 

aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer (Witarto, 2008). 

Menurut Budiman (2021) laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan 

posisi keuangan dan kinerja perusahaan selam aperiode waktu tertentu.sedangkan menurut 

kasmir (2019) laporan keuangan adalah laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu 

entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu.  

Tahap pencatatan pengelolaan keuangan dan aset tetap daerah di kecamatan sambung 

makmur pertama rekonsiliasi aset dan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah (SIPKD) sejak tahun 2008, dan sesuai dokumen tertera berita rekonsulasi pada tahun 

2024 laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.Sudah 

menggunakan sistem akuntansi bagian keuangan/akuntansi telah menggunakan sistem 

informasi dalam proses akuntansinya. sebelum adanya sistem informasi penyelesain 

pelaporan tidak secepat dan semudah ketika telah menggunakan sistem informasi. 

Penyusunan dan pengelolaan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, setiap 

pemerintah daerah sudah ada panduan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan keuangan jadi setiap SKPD harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pencatatan 

aset tetap di kecamatan Sambung Makmur diperoleh menggunakan triwulan / persemester (6 

bulan) karena lebih baik dijelaskan untuk pencatatan aset diterangkan bahwa tidak ada 

penyusutan dalam catatan sedangkan untuk pelaporan aset ada penyusutan yang tercatat. 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah  

Keuangan Daerah, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 

kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 
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tersebut. Sehingga dari defenisi Keuangan Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut, Keuangan Daerah tidak hanya uang dalam arti sebenarnya (cash – tunai). 

Namun juga mencakup hak seperti piutang, kewajiban seperti utang hingga pada aset, dan 

segala hak milik pemerintah daerah (danisuluhpermadi 2019).  

Menurut Raymond Budiman (2021) Laporan keuangan merupakan dokumen yang 

menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. b) 

Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi 

keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

perolehan/penerimaan, penggunaan, penerimaan internal Pengguna Barang, pengeluaran 

internal Pengguna Barang, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, penambahan masa manfaat 

atau kapasitas manfaat; penyusutan atau amortisasi, persediaan, pemeliharaan, pengamanan, 

penghapusan, dan KIBAR. 

Dapat dianalisa bahwa SKPD pencatatan dan pelaporan keuangan di kecamatan 

sambung makmur sudah sesuai dengan perundang-undangan permendagri Nomor 47 Tahun 

2021 perolehan/penerimaan, penggunaan, penerimaan internal Pengguna Barang, pengeluaran 

internal Pengguna Barang, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, penambahan masa manfaat 

atau kapasitas manfaat; penyusutan atau amortisasi, persediaan, pemeliharaan, pengamanan, 

penghapusan, dan KIBAR. namun untuk penyusutan masih belum tercatat.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tentang,”Analisis Pencatatan Dan Pelaporan 

Aset Tetap Pemerintah Pada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar “dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, serta beberapa 

dokumentasi baik berupa foto maupun rekaman yang mana sengaja di ambil oleh peneliti guna 

untuk mendukung keabsahan serta valid atau tidaknya sebuah data yang didapatkan oleh 

peneliti yaitu: karena setiap Pemerintah Daerah sudah ada panduan atau pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan jadi setiap SKPD harus melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah 

ditargetkan.Setiap SKPD ikut berperan dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan 

keuangan dengan menggunakan system informasi.  

Sistem yang digunakan keuangan dan aset tetap daerah di kecamatan sambung 

makmur adalah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sejak tahun 2008, 

laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.Sudah menggunakan 

sistem akuntansi bagian keuangan/akuntansi telah menggunakan sistem informasi dalam 

proses akuntansinya. sebelum adanya system informasi penyelesain pelaporan tidak secepat 

dan semudah ketika telah menggunakan sistem informasi. Penyusunan dan pengelolaan 

keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Pengelolaan keuangan dan aset daerah di kecamatan sambung makmur rutin 

mengadakan forum diskusi kepada setiap SKPD dan sering melakukan pelatihan.untuk 

menerapkan laporan yang efektif setiap Pemda memiliki aturan yang berlaku dan aturan 

tersebut yang menjadi landasan setiap melaksanakan kegiatan sehingga hasilnya akan efektif. 

Dikatakan efektif berdasarkan peraturan camat di kecamatan sambung makmur adalah apabila 

pelaksanaan telah selesai sesuai target yang ditentukan.Keunggulan sistem informasi 

penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan bisa lebih mudah disusun, cepat selesai dan 

hasilnya rapi.  

Informasi yang dibutuhkan pengelolaankeuangan dan aset tetap daerah kecamatan 

sambung makmur telah tersedia, Laporan keuangan/ aset tetap daerah Kecamatan Sambung 

Makmur selalu tepat waktu disampaikan ke BPK pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

ketika data yang diminta harus selesai sesuai wktu yang di tetapkan melaksanakan tugas 
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dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Namun ada yang 

menjadi hambatan adalah sumber daya yang tidak disiplin akan menjadi hambatan karena alat 

digunakan oleh sumber daya manusia sehingga jika sumber daya yang kurang mengerti 

mekanisme sistem maka akan menjadi kendala dalam penyusunan atau pengelolaan laporan 

keuangan.  

Inspektorat kecamatan sambung makmur telah melakukan pengawasan terhadap 

kesesuaian aset tetap dengan realisasinya Inspektorat telah melakukan pengawasan terhadap 

kesesuaian DPRD, inspektorat merupakan pemerintah daerah yang bertugas dalam 

mengawasi setiap penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum peraturan di 

Perdakan,Iinspektorat yang melakukan pengawasan dan memeriksa hasil penyusunan laporan 

keuangan DPPKAD.  

Catatan atas laporan keuangan aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi 

definisi dan kriteria pengakuan suatu asep dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan 

pemerintah selaku penyaji laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang 

perlakuan akuntansi nya termasuk pengakuan penilaian penyajian dan pengungkapan yang 

diperlukan permasalahan yang masih terjadi di skpd adalah masih adanya nila aset masih 

diakui namun hasil tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan atau tidak memberi manfaat lagi 

salah gitu masih 

 
Tabel 1. Aset Tetap Kecamatan Sambung Makmur 
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Tabel 2. Penyusutan Keuangan Kecamatan Sambung Makmur 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil lapangan Untuk pencatatan aset tetap di kecamatan sambung Makmur 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun memiliki perbedaan yaitu penyajian 

pada laporan keuangan.  

Untuk pelaporan pengelolaan keuangan aset tetap daerah di kecamatan sambung makmur 

pertama rekonsiliasi aset dan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

(SIPKD) sejak tahun 2008, dan sesuai dokumen tertera berita rekonsulasi pada tahun 2024 laporan 

keuangan dihasilkan dari system informasi yang terintegrasi.Sudah menggunakan sistem akuntansi 

bagian keuangan/akuntansi telah menggunakan sistem informasi dalam proses akuntansinya. 

Kecamatan Sambung Makmur Sudah Baik dalam melakukan pencatatan perlakuan aset 

tetapnya. Hanya saja ada kekurangan dalam penyajian aset tetap yang ada pada laporan keuangan 

tidak tercatatnya penyusutan dalam pencatatan aset dalam pertahun dan masih tercatatnya barang 

yang sudah tidak ada atau rusak. Untuk memperbaiki kinerja keuangannya perusahaan harus 

menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham saham baru untuk kedepannya 
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